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Abstract

Unlicensed polygamy remains a legal issue in Indonesia as it has implications for legal
certainty, the protection of wives’ and children’s rights, and the orderly
implementation of marriage. This study aims to analyze the regulation and
implementation of Article 402 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian
Criminal Code (KUHP) in relation to unlicensed polygamy, the relationship between
this provision and the mechanism for obtaining polygamy permission under
Indonesian marriage law, as well as its compatibility with Islamic legal principles. This
study employs a normative legal research method using a statutory approach and a
conceptual approach. The data were obtained through library research involving
primary and secondary legal materials, which were analyzed using qualitative
juridical analysis. The results indicate that Article 402 of the KUHP does not aim to
prohibit polygamy, but rather to establish legal limitations on polygamous practices
conducted without fulfilling state-mandated procedures. This provision is consistent
with the polygamy permission mechanism under the Marriage Law and Islamic legal
principles, particularly the principles of justice, responsibility, and maqasid al-shari‘ah
in maintaining family welfare.

Keywords: Unlicensed Polygamy, Article 402 of the Indonesian Criminal Code,
Marriage Law, Islamic Law.

Abstrak

Praktik poligami tanpa izin masih menjadi persoalan hukum di Indonesia karena
berimplikasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak istri dan anak, serta
ketertiban penyelenggaraan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis
pengaturan dan penerapan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin, hubungan ketentuan tersebut dengan
mekanisme izin poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, serta kesesuaiannya
dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara
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kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP bukan
bertujuan melarang poligami, melainkan memberikan batasan hukum terhadap
praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur negara. Ketentuan
tersebut selaras dengan mekanisme izin poligami dalam Undang-Undang
Perkawinan dan prinsip hukum Islam, khususnya keadilan, tanggung jawab, serta
magqasid al-syari‘ah dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Poligami Tanpa Izin, Pasal 402 KUHP, Hukum Perkawinan, Hukum
[slam.
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A. Pendahuluan

Praktik poligami tanpa izin masih menjadi fenomena hukum dan sosial yang
terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, seorang suami
melakukan perkawinan kedua melalui nikah siri tanpa memperoleh izin dari
Pengadilan Agama maupun tanpa pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama
(KUA). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama
berkaitan dengan kepastian status perkawinan, perlindungan hak istri dan anak,
hak nafkah, hak kewarisan, serta pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa
keluarga (Dahila dkk., 2025). Selain aspek hukum, poligami tanpa izin juga dapat
memunculkan konflik dalam hubungan keluarga karena keputusan tersebut sering
kali dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan hak anggota
keluarga lainnya (Zuriah & Darmawan, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan
adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai poligami dengan praktik
yang masih berkembang di masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, poligami bukanlah tindakan yang dilarang
secara mutlak, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh persyaratan tertentu.
Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, seorang suami yang hendak melakukan poligami wajib memperoleh
izin dari pengadilan serta memenuhi alasan dan persyaratan yang telah ditentukan,
termasuk kemampuan memberikan nafkah dan adanya jaminan berlaku adil
terhadap para istri (RI, 1974). Selain itu, Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan
pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan
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perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban hukum dalam
penyelenggaraan perkawinan (BPK RI, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai
poligami tanpa izin menjadi penting untuk mengetahui hubungan antara
pengaturan hukum pidana nasional, hukum perkawinan, dan prinsip hukum Islam.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dari masih tingginya perkara izin
poligami yang diajukan ke lembaga peradilan. Berdasarkan data Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, selama periode 2023-2025 terdapat 741
perkara izin poligami yang diputus pada tahun 2023, 658 perkara pada tahun 2024,
dan 697 perkara pada tahun 2025. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan
oleh pengadilan, yaitu sebanyak 685 perkara (92,44%) pada tahun 2023, 628
perkara (95,44%) pada tahun 2024, dan 631 perkara (90,53%) pada tahun 2025
(Agung, 2025). Pada tingkat daerah, Pengadilan Agama Banyuwangi juga
menunjukkan fenomena serupa, dengan 19 perkara izin poligami yang diputus
selama periode 2023-2025, di mana 18 perkara di antaranya dikabulkan. Data
tersebut menunjukkan bahwa persoalan poligami masih menjadi isu hukum yang
relevan untuk dikaji, khususnya mengenai batas antara poligami yang memenuhi
prosedur hukum dengan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami memiliki dasar kebolehan
sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 3, tetapi kebolehan tersebut disertai
dengan syarat utama berupa kemampuan berlaku adil. Allah SWT berfirman:

e 3 iy e Sl (a1 i e 15K ) )i I s )
“lika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga, atau empat. ...” (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukan merupakan
kebebasan tanpa batas, melainkan rukhsah yang diberikan dengan syarat
terpenuhinya keadilan, kemampuan nafkah, serta kemaslahatan keluarga. Apabila
poligami dilakukan dengan mengabaikan hak-hak istri dan anak, maka praktik
tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum Islam (magqasid al-
syari‘ah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan
keluarga, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga (Wahbah az-
Zuhaili, 2011).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu poligami tanpa izin telah banyak
dikaji dari berbagai perspektif. Riyani, (2026) membahas kriminalisasi poligami
tanpa izin melalui Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP sebagai bentuk perlindungan
hukum terhadap perempuan serta upaya menjaga ketertiban perkawinan.
Sementara itu, Sunida & Salikin, (2026) mengkaji poligami tanpa izin dalam KUHP
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Nasional melalui perspektif maqasid al-syari‘ah, dengan kesimpulan bahwa
kriminalisasi tersebut selaras dengan kemaslahatan masyarakat. Penelitian Yusuf,
(2026) juga menjelaskan bahwa ketentuan pidana mengenai poligami ilegal
berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta dapat dikaitkan dengan
sanksi ta‘zir dalam hukum Islam.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam
menjelaskan aspek kriminalisasi poligami tanpa izin, perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak, serta hubungan antara KUHP Baru dengan fikih jinayah,
masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Sebagian besar
penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai
keberadaan Pasal 402 KUHP atau konsep perlindungan hukum secara umum. Kajian
yang secara khusus mengintegrasikan ketentuan Pasal 402 KUHP dengan
mekanisme izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan serta menganalisisnya
secara mendalam berdasarkan prinsip hukum Islam masih relatif terbatas. Oleh
karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian
sebelumnya karena tidak hanya melihat poligami tanpa izin sebagai persoalan
pidana, tetapi juga mengkajinya sebagai persoalan hukum keluarga yang berkaitan
dengan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam perspektif syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaturan dan penerapan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin, mengkaji hubungan antara ketentuan
pidana tersebut dengan aturan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan,
serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian
ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum
pidana, hukum perkawinan, dan hukum Islam, khususnya mengenai hubungan
antara kebijakan kriminalisasi negara dengan prinsip maqgasid al-syari‘ah. Secara
praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim,
aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan masyarakat dalam memahami
pelaksanaan poligami secara lebih komprehensif sehingga tercapai keseimbangan
antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis
normatif) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang

Al-Ashlah: Volume 5 Nomor 2, 2026 109



Moh. Izul Haq Adibulloh, M. Amir Mahmud, Ansari

berkaitan dengan objek penelitian (Septianto & Zamroni, 2023). Sumber bahan
hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer berupa bahan hukum utama yang memiliki
kekuatan mengikat, yaitu (Kadarudin, 2015) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, KHI, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek
penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan,
seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel
akademik dan lain-lain. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui library
research (Ansari & Arifin, 2026), yaitu dengan melakukan penelaahan, pengkajian,
dan pencatatan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki
keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif
yuridis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan
berbagai ketentuan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder
(Ansari dkk., 2023). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara
sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan
Pasal 402 KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin, hubungan antara ketentuan
pidana tersebut dengan mekanisme izin poligami dalam hukum perkawinan
Indonesia, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis
dilakukan secara deskriptif-analitis (Hasan dkk. 2025), yaitu menggambarkan
ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya berdasarkan teori
hukum, doktrin para ahli, serta konsep magqasid al-syari‘ah untuk menghasilkan
kesimpulan mengenai kepastian hukum, perlindungan keluarga, dan kemaslahatan
dalam praktik poligami di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan Pasal 402 KUHP terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin dalam
Perspektif Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai
hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai
institusi sosial dan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak
yang terikat di dalamnya (Nurmila, 2016). Oleh karena itu, negara memiliki
kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perkawinan guna menjamin terciptanya
kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.
Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam hukum perkawinan
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nasional adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum,
khususnya poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari pengadilan. Praktik
tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi mengabaikan hak-hak
istri dan anak, terutama apabila perkawinan berikutnya dilakukan melalui
perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (Mutarofik dkk., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengaturan mengenai perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan
ketentuan hukum negara merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan
perlindungan terhadap institusi keluarga. Salah satu bentuk pengaturan tersebut
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 402 yang mengatur mengenai
perbuatan melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat perkawinan
sebelumnya yang menjadi penghalang hukum untuk dilakukannya perkawinan baru
(Riyani, 2026). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan
batasan terhadap kebebasan seseorang dalam melakukan perkawinan apabila
tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan Pasal 402 KUHP menunjukkan adanya perkembangan kebijakan
hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap
pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga diarahkan pada upaya perlindungan
terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap
keluarga sebagai institusi sosial. Dalam konteks poligami tanpa izin, fokus utama
pengaturan tersebut bukan terletak pada larangan terhadap poligami sebagai
bentuk perkawinan, karena hukum nasional masih memberikan ruang terhadap
pelaksanaan poligami, melainkan pada tindakan melakukan perkawinan berikutnya
tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang telah ditentukan (Bakry
dkk., 2021).

Pengaturan Pasal 402 KUHP memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan izin
poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam
sistem hukum perkawinan Indonesia, asas yang dianut adalah asas monogami
terbuka, yaitu bahwa seorang laki-laki pada prinsipnya hanya memiliki satu orang
istri, namun negara memberikan kemungkinan untuk melakukan poligami
sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Rahman dkk., 2020).
Dengan demikian, poligami bukan merupakan hak absolut seorang suami,
melainkan suatu tindakan hukum yang pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme
dan prosedur tertentu.

Ketentuan mengenai poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur
melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 3 menegaskan bahwa pada dasarnya
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suatu perkawinan hanya diperbolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan, tetapi memberikan pengecualian bagi suami yang ingin memiliki lebih
dari satu istri dengan memenuhi ketentuan hukum (Septiandani & Astanti, 2021).
Selanjutnya, Pasal 4 mengatur mengenai alasan yang dapat menjadi dasar
pengajuan permohonan poligami kepada pengadilan, sedangkan Pasal 5
menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adanya persetujuan istri,
kemampuan memberikan nafkah, serta adanya jaminan bahwa suami mampu
berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Melihat ketentuan tersebut, pengadilan memiliki kedudukan penting dalam
mekanisme pelaksanaan poligami. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga yang memberikan legitimasi formal terhadap permohonan poligami, tetapi
juga melakukan pemeriksaan terhadap alasan permohonan, kemampuan suami,
kondisi rumah tangga yang telah berjalan, serta kemungkinan terpenuhinya prinsip
keadilan bagi seluruh anggota keluarga (Santoso & Nasrudin, 2021). Oleh karena itu,
izin pengadilan dalam praktik poligami memiliki fungsi sebagai instrumen
perlindungan hukum agar keputusan melakukan perkawinan kedua tidak dilakukan
secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

Hubungan antara Pasal 402 KUHP dengan ketentuan izin poligami dalam
Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami melalui fungsi masing-masing norma
hukum tersebut. Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai dasar pengaturan
mengenai tata cara, persyaratan, dan batasan seseorang dalam melakukan poligami,
sedangkan Pasal 402 KUHP baru memberikan lapisan tambahan melalui ketentuan
pidana terhadap perkawinan yang dilakukan meskipun terdapat halangan yang sah
atau penyembunyian status perkawinan (Roszi, 2018). Dengan kata lain, hukum
perkawinan menentukan batas legalitas suatu tindakan perkawinan, sementara
hukum pidana memberikan perlindungan hukum dalam keadaan yang memenuhi
unsur tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kedua ketentuan
tersebut bersifat komplementer atau saling melengkapi. Ketentuan mengenai izin
poligami dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi seseorang
untuk melakukan poligami secara sah dengan memenuhi persyaratan tertentu,
sedangkan Pasal 402 KUHP memberikan penegasan bahwa pelaksanaan
perkawinan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan
hukum yang berlaku (Riyani, 2026). Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya
menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk membentuk keluarga
dengan kewajiban menghormati hak dan kepentingan anggota keluarga lainnya.

Dalam praktiknya, poligami tanpa izin sering kali dilakukan melalui
perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
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agama tetapi tidak memperoleh pengakuan administratif negara karena tidak
dicatatkan secara resmi (Angkasa dkk., 2024). Meskipun dalam perspektif hukum
I[slam suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat
tertentu, dalam perspektif hukum nasional pencatatan perkawinan memiliki fungsi
penting sebagai alat pembuktian dan perlindungan hukum. Tidak adanya
pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti
ketidakjelasan status hukum istri, perlindungan hak anak, pemenuhan nafkah, hak
kewarisan, serta penyelesaian sengketa harta dalam keluarga (Pura & Faridabh,
2020).

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, pengaturan mengenai izin poligami
dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran perkawinan memiliki tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam
konteks keluarga, istri dan anak merupakan pihak yang berpotensi mengalami
dampak paling besar apabila poligami dilakukan tanpa prosedur hukum (Saleh dkk.,
2020). Ketika seorang suami melakukan perkawinan kedua tanpa mekanisme
hukum yang berlaku, terdapat kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap hak-
hak keluarga sebelumnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun emosional
(Septiandani dkk., 2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 402 dan 403
KUHP tidak dapat dipahami hanya sebagai norma yang bersifat represif, tetapi juga
memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban hukum perkawinan
(Analiansyah dkk. 2024). Kehadiran ketentuan pidana tersebut menunjukkan
bahwa negara tidak hanya mengatur mengenai tata cara seseorang melangsungkan
perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan apabila terdapat tindakan yang
berpotensi merugikan pihak lain akibat penyalahgunaan kebebasan dalam
melaksanakan perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis penelitia, dapat dipahami bahwa
pengaturan Pasal 402 KUHP memiliki hubungan yang erat dengan ketentuan izin
poligami dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua ketentuan tersebut
membentuk satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan mengatur, membatasi,
serta memberikan perlindungan terhadap praktik poligami di Indonesia. Pasal 402
KUHP tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelarangan terhadap poligami, tetapi
sebagai bentuk pengendalian hukum terhadap pelaksanaan poligami yang
dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

2. Penerapan Pasal 402 KUHP terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin

Penerapan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap praktik poligami tanpa izin harus
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dipahami dalam kerangka sistem hukum perkawinan nasional secara menyeluruh
(Analiansyah dkk., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, persoalan utama dalam
praktik poligami tanpa izin bukan semata-mata terletak pada adanya perkawinan
lebih dari satu kali, melainkan pada tindakan seseorang yang melakukan
perkawinan berikutnya dengan mengabaikan prosedur hukum yang telah
ditetapkan oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, poligami merupakan
bentuk perkawinan yang diperbolehkan secara terbatas, sehingga pelaksanaannya
harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memperoleh izin dari pengadilan.

Mekanisme izin pengadilan dalam pelaksanaan poligami memiliki fungsi
penting sebagai bentuk pengawasan hukum terhadap keputusan seorang suami
untuk melakukan perkawinan kedua atau lebih (Santoso & Nasrudin, 2021). Melalui
proses tersebut, pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap alasan pengajuan
poligami, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta kesiapan
untuk menjalankan kewajiban secara adil terhadap seluruh anggota keluarga.
Dengan demikian, izin pengadilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
menjadi instrumen perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan yang
dapat merugikan istri dan anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik yang berkembang di masyarakat,
salah satu bentuk poligami tanpa izin yang sering terjadi adalah perkawinan kedua
yang dilakukan melalui mekanisme perkawinan siri. Dalam praktik tersebut, para
pihak umumnya beranggapan bahwa perkawinan telah memenuhi ketentuan agama
karena telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon
suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab kabul. Namun, dalam perspektif hukum
nasional, perkawinan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum
karena tidak melalui prosedur izin pengadilan dan tidak dilakukan pencatatan
sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi
perkawinan berdasarkan norma agama dengan akibat hukum yang timbul dalam
sistem hukum negara (Ferdiansyah, 2023). Perkawinan yang tidak dilakukan
melalui prosedur hukum dapat menyebabkan ketidakpastian terhadap kedudukan
hukum istri dan anak, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah, hak
kewarisan, status hukum anak, serta penyelesaian sengketa keluarga apabila terjadi
perceraian atau konflik rumah tangga (Haliah, 2016). Oleh karena itu, penerapan
Pasal 402 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum negara dalam
memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dilakukan
secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
(Sukiati & Bancin, 2020).
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Dalam penerapannya, ketentuan pidana dalam Pasal 402 KUHP tetap harus
memperhatikan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas sebagai prinsip dasar
dalam hukum pidana (Utami dkk., 2021). Artinya, pertanggungjawaban pidana
hanya dapat diberikan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak
pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin tidak dapat didasarkan
semata-mata pada penilaian moral terhadap praktik poligami, tetapi harus
didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah
ditentukan oleh negara.

Penerapan Pasal 402 KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin memiliki dua
dimensi utama. Pertama, dimensi perlindungan hukum, yaitu memberikan
perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat
pelaksanaan poligami yang tidak sesuai prosedur, terutama istri dan anak.
Perlindungan tersebut berkaitan dengan kepastian terhadap hak-hak keluarga yang
dapat terabaikan apabila perkawinan dilakukan tanpa pengawasan dan pengakuan
hukum negara (Kila dkk, 2023). Kedua, dimensi ketertiban hukum, yaitu
memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan tetap berada dalam kerangka hukum
nasional yang telah ditentukan. Melalui ketentuan pidana tersebut, negara
memberikan batasan terhadap tindakan individu agar kebebasan dalam
melaksanakan perkawinan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan
kepentingan pihak lain (Setiyanto, 2017).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan Pasal 402 KUHP
menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan keseimbangan antara
kepentingan individu dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Hak seseorang
untuk membentuk keluarga tetap mendapatkan pengakuan, tetapi hak tersebut
tidak bersifat absolut apabila pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerugian
terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pembatasan terhadap praktik poligami melalui
mekanisme izin pengadilan dan konsekuensi hukum terhadap pelanggarannya
merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan
terhadap anggota keluarga (Analiansyah dkk., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 402 KUHP memiliki
relevansi dalam menjawab persoalan praktik poligami tanpa izin yang masih terjadi
di masyarakat. Namun, penerapan Kketentuan tersebut tetap memerlukan
pendekatan yang proporsional dengan mempertimbangkan aspek kepastian
hukum, keadilan, kondisi sosial keluarga, serta tujuan utama hukum, yaitu
menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dengan demikian, Pasal 402 KUHP tidak hanya dipahami sebagai instrumen
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penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga tertib
hukum perkawinan dan melindungi hak-hak anggota keluarga.

3. Analisis Praktik Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perspektif Hukum
Islam

Poligami dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang
diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3. Namun,
kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kemampuan seorang
suami untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Keadilan tersebut terutama
berkaitan dengan pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, perlakuan
yang baik, serta pemenuhan hak-hak anak dan anggota keluarga lainnya
(Taufiqurohman & Musaffa, 2023). Persoalan poligami dalam hukum Islam tidak
hanya berkaitan dengan kebolehan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri,
tetapi juga menyangkut tanggung jawab agar praktik tersebut tidak menimbulkan
kezaliman terhadap keluarga.

Dalam fikih klasik, persetujuan istri pertama pada dasarnya tidak ditempatkan
sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan poligami. Keabsahan perkawinan
lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut syariat.
Meskipun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban suami untuk
mampu memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap seluruh istrinya (Yilmaz,
2019). Oleh sebab itu, tidak adanya persetujuan istri pertama tidak serta-merta
menjadikan akad perkawinan batal menurut fikih, tetapi cara pelaksanaannya tetap
dapat dinilai bermasalah apabila menyebabkan pengabaian hak, ketidakadilan, atau
kemudaratan terhadap istri dan anak.

Berbeda dengan ketentuan fikih klasik, hukum positif Indonesia menetapkan
mekanisme izin pengadilan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami.
Pengaturan tersebut dapat dipahami dalam hukum Islam melalui konsep siyasah
syar‘iyyah, yaitu kewenangan pemerintah menetapkan kebijakan yang bertujuan
mewujudkan kemaslahatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip dasar syariat (Rois dkk., 2024). Dalam konteks ini, izin pengadilan bukan
dimaksudkan untuk menghapus kebolehan poligami, melainkan menjadi instrumen
untuk memastikan bahwa alasan poligami, kemampuan ekonomi suami, serta
perlindungan terhadap hak istri dan anak dapat diperiksa terlebih dahulu (Santoso
& Nasrudin, 2021).

Atas dasar tersebut, poligami tanpa izin pengadilan tidak cukup dilihat
semata-mata dari sah atau tidaknya perkawinan menurut fikih. Perbuatan tersebut
juga harus dianalisis dari sisi ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan negara
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untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Ketika poligami dilakukan dengan
mengabaikan prosedur hukum, terdapat potensi munculnya ketidakpastian status
perkawinan, terabaikannya hak istri dan anak, kesulitan dalam pemenuhan hak
ekonomi, serta konflik dalam keluarga. Kondisi demikian bertentangan dengan
prinsip keadilan dan pencegahan kemudaratan yang menjadi bagian penting dari
hukum Islam.

Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, pembatasan terhadap pelaksanaan
poligami dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk memberikan perlindungan
terhadap keluarga dan mencegah kerusakan (mafsadat). Pengaturan tersebut
berkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan
kehormatan keluarga (hifz al-‘ird) (Warman dkk., 2023). Oleh sebab itu, kewajiban
memperoleh izin pengadilan sebelum melakukan poligami dapat dipandang sebagai
bentuk maslahah dan sadd al-dzari‘ah, yaitu upaya mencegah terjadinya akibat
negatif dari suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP, pemidanaan terhadap perkawinan yang dilakukan ketika masih
terdapat halangan yang sah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara
menjaga ketertiban dan perlindungan hukum dalam perkawinan. Ketentuan pidana
tersebut tidak mengubah hukum dasar poligami dalam Islam menjadi perbuatan
yang dilarang secara mutlak, melainkan memberikan konsekuensi hukum ketika
perkawinan dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, poligami tanpa izin memiliki dua dimensi yang
perlu dibedakan. Dari sisi fikih, tidak adanya izin istri pertama atau izin pengadilan
tidak selalu menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan apabila seluruh rukun
dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Namun, dari perspektif hukum Islam yang
mempertimbangkan maslahah, siyasah syarfiyyah, dan maqasid al-syari‘ah,
kewajiban menaati mekanisme izin yang ditetapkan negara dapat dibenarkan
karena bertujuan melindungi hak istri dan anak serta mencegah timbulnya
ketidakadilan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap poligami yang dilakukan
dengan melanggar ketentuan hukum dapat dipandang memiliki relevansi dengan
prinsip hukum Islam sepanjang penerapannya ditujukan untuk menjaga
kemaslahatan, dilakukan secara proporsional.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki keterkaitan dengan
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ketentuan mengenai poligami dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal tersebut
pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk melarang poligami, melainkan
memberikan konsekuensi hukum terhadap perkawinan yang dilakukan dengan
mengabaikan ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana
yang telah diatur dalam UU Nomor Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan
adanya izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami. Melalui
pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus
perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pemidanaan terhadap poligami
tanpa izin sebagaimana berkaitan dengan Pasal 402 KUHP dapat dipahami memiliki
kesesuaian dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam
hukum Islam. Meskipun hukum Islam memberikan kebolehan kepada seorang laki-
laki untuk melakukan poligami, kebolehan tersebut bukanlah hak yang bersifat
mutlak, melainkan dibatasi oleh kemampuan untuk berlaku adil dan memenuhi hak-
hak istri serta anak. Selain itu, Tersebut memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip
hukum Islam karena sama-sama berorientasi pada perlindungan Kkeluarga,
pencegahan kemudaratan, pemenuhan tanggung jawab, serta terwujudnya
kemaslahatan dalam kehidupan perkawinan.
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